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Penelitian ini dilatarbelakangi dengan diundangkannya Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merubah kewenangan BPD menjadi
lembaga permusyawaratan ditingkat Desa. Desa Maron merupakan desa dengan
prosentase pemeluk kristiani mencapai 20% dan 80% muslim, dimana prosentase
ini merupakan prosentase paling tinggi di Kecamatan Srengat, demikian juga
struktur BPD-nya mencerminkan adanya unsur muslim dan Kristiani. Meskipun
memiliki masyarakat yang agamanya beragam nyatanya masyarakat Desa Maron
menjalani kehidupan dengan damai. Berdasarkan hal ini peneliti tertarik meneliti
bagaimana implementasi tugas dan fungsi BPD di Desa Maron dalam perspektif
Nomokrasi Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi
tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Maron Kecamatan
Srengat Kabupaten Blitar ditinjau dari Undang-undang nomor 6 Tahun 2014, (2)
Bagaimana implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di
desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ditinjau dari Nomokrasi Islam.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui implementasi
tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Maron Kecamatan
Srengat Kabupaten Blitar ditinjau dari Undang-undang nomor 6 Tahun 2014. (2)
Untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) di desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ditinjau dari Nomokrasi
Islam.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis
penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan
teknik analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data
(data display), dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, implementasi tugas dan
fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Maron Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa. Namun ada beberapa fungsi yang belum dipahami dan dilaksanakan
secara maksimal, yaitu fungsi pembentuk produk hukum (peraturan desa) dan
fungsi pengawasan pemerintah desa. Pada fungsi pembentuk produk hukum Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Maron hanya sampai pada tahap pembahasan dan



persetujuan dengan pemerintah desa, belum sampai pada tahap finalisasi yaitu
menyusun peraturan desa yang sesuai dengan naskah akademik. Adapun pada
fungsi pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron hanya terfokus
pada pengawasan pada bentuk fisik saja. Dan kedua, implementasi tugas dan fungsi
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten
Blitar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Nomokrasi Islam, yaitu prinsip amanah,
prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan
perlindungan terhadap HAM, prinsip perdamaian dan kesejahteraan rakyat. Segala
bentuk kerja dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron menerapkan nilai-
nilai sayariat Islam dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan berpegang
teguh pada prinsip musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
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This research was motivated by the promulgation of Law No. 6 of 2014
concerning Villages which changed the authority of the BPD into a village-level
consultative body. Maron Village is a village with a percentage of Christians
reaching 20% and 80% Muslims, where this percentage is the highest percentage in
Srengat District, as well as the structure of the BPD reflects the existence of Muslim
and Christian elements. Despite having diverse religious communities, the people
of Maron Village lived peacefully. Based on this the researcher is interested in
examining how the implementation of the duties and functions of the BPD in Maron
Village is in the perspective of Islamic Nomocracy.

The focuses of this research are: (1) How is the implementation of the tasks
and functions of the Village Consultative Body (BPD) in Maron village, Srengat
Subdistrict, Blitar Regency reviewed from Law number 6 of 2014, (2) How is the
implementation of the tasks and functions of the Village Consultative Body (BPD)
in the village of Maron, Srengat Subdistrict, Blitar District, viewed from the Islamic
Nomaocracy.

The objectives of this study are: (1) To find out the implementation of the
tasks and functions of the Village Consultative Body (BPD) in Maron village,
Srengat District, Blitar Regency in terms of Law number 6 of 2014. (2) To find out
the implementation of tasks and functions of the Village Consultative Body (BPD)
in the village of Maron, Srengat Subdistrict, Blitar Regency, viewed from the
Islamic Nomocracy.

The research method by used researchers is qualitative methods and types
of field research. Data collection techniques used in this study were observation,
interviews, and documentation. While the data analysis technique uses data
reduction (data reduction), presenting data (data display), and drawing conclusions.

The results of this study indicate that: First, the implementation of the tasks
and functions of the Village Consultative Body (BPD) of Maron village, Srengat
District, Blitar Regency are in accordance with Law No. 6 of 2014 concerning
Villages. However, there are some functions that are not fully understood and
implemented, namely the function of forming legal products (village regulations)
and the function of village government oversight. In the function of forming the
legal product of the Village Consultative Body in Maron Village, it only reached
the stage of discussion and agreement with the village government, not yet at the



stage of finalization, namely drafting village regulations in accordance with
academic texts. As for the oversight function, the Village Consultative Body in
Maron Village is only focused on monitoring the physical form. And secondly, the
implementation of the duties and functions of the Village Consultative Body (BPD)
of Maron Village, Srengat District, Blitar Regency are in accordance with the
principles of Islamic Nomocracy, namely the principle of trust, the principle of
deliberation, the principle of justice, the principle of equality, the principle of
recognition and protection of human rights, the principle of peace and people's
welfare. All forms of work from the Village Consultative Body in Maron Village
apply the values of the Islamic Shari‘a in carrying out their duties and functions by
adhering to the principles of consensus in every decision making.
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